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BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan pada BAB III, maka
dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pinjaman macet pada perjanjian
pinjam meminjam uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya
adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pinjaman macet pada perjanjian
pinjam meminjam uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten
Dharmasraya terdiri atas dua akibat adalah karena adanya wanprestasi
yaitu kelalaian dari debitur sendiri dan penyalahgunaan tujuan dari
pinjaman yang dilakukan oleh pihak penerima pinjaman serta terjadi
karena adanya keadaan memaksa (overmacht) yaitu harga dari hasil
penjualan produksi kelapa sawit yang tidak stabil dan adanya suatu
musibah yang menimpa pihak debitur berupa terjadinya serangan hama
ulat api terhadap lahan kelapa sawit milik pihak penerima pinjaman
mengakibatkan berkurangnya hasil produksi kelapa sawit hingga
menghalangi pihak penerima pinjaman untuk memenuhi kewajibannya
dalam membayar utang atau pinjaman yang telah diberikan KUD
Lubuk Karya.

2. Upaya penyelesaian pinjaman macet pada perjanjian pinjam meminjam
uang di KUD Lubuk Karya Kabupaten Dharmasraya adalah dengan
memeriksa kembali atas tujuan penggunaan pinjaman yang dilakukan

oleh pihak penerima pinjaman, jika hal ini belum bisa menyelesaikan
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pinjaman macet pada KUD Lubuk Karya maka upaya selanjutnya
yang dilakukan adalah dengan memberikan surat teguran yang
diberikan kepada debitur sebanyak tiga kali setiap enam bulannya, dan
apabila masih belum bisa mengatasi pinjaman macet tersebut, maka
upaya terakhir yaitu sesuai dengan keputusan RAT KUD Lubuk Karya
adalah dengan mengambil alih hasil pendapatan dari penjualan
produksi kelapa sawit yang telah dijadikan jaminan oleh debitur sesuai
dengan perjanjian hingga utang debitur tersebut lunas.
B. SARAN

1. Dalam prosedur pemberian pinjaman yang dilaksanakan oleh KUD
Lubuk Karya harus berhati-hati lagi dalam memberikan pinjaman
kepada pihak penerima pinjaman agar permasalahan tentang pinjaman
macet ini tidak terjadi lagi.

2. Para peminjam atau pihak penerima pinjaman seharusnya mentaati
semua peraturan yang ada dalam perjanjian pinjam meminjam uang
sesuai dengan kesepakatan yang ada dan memenuhi segala

kewajibannya dalam membayar utang.
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